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KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Menimbang

Mengingat

.a.

bahwa berdasarkan surat permohonan dari Ketua Yayasan Widya
Farma Nomor 002/TB/XI/2014 tanggal 4 November 2014 tentang
permohonan Pembaharuan Izin Operasional SMK Tunas Bangsa.

bahwa berdasarkan rekomendasi dari Suku Dinas Pendidikan Kota
Administrasi Jakarta Pusat Nomor 2210/1.851.78 tanggal 3 November
2014 dan hasil Penelitian Tim yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan
Provinsi DKI Jakarta, sekolah swasta yang didirikan oleh Yayasan
Widya Farma tersebut telah memenuhi syarat yang ditentukan.

bahwa sehubungan dengan butir huruf a dan huruf b di atas, perlu
memberikan persetujuan kepada Yayasan/Badan penyelenggara
pendidikan dimaksud untuk menyelenggarakan sekolah swasta
dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta.

. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan

Nasional;

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan;

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota;

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan
dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah dirubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81A Tahun
2013, tentang Implementasi Kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan;

Peraturan Daerah Nomor 8 Téhun 2006 tentang Sistem Pendidikan;



